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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan
Agama Jember tentang penetapan status ahli waris Non Muslim
(No0.1050/Pdt.G/2016)” ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab
pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan
Agama Jember dalam memutuskan perkara penetapan status ahli waris non muslim
dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan putusan Hakim
Pengadilan Agama Jember tentang penetapan status ahli waris non muslim.

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka dan studi dokumen.
Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan
menggunakan pola pikir deduktif selanjutnya penulis menganalisis dasar hukum
dan aturan tentang penetapan status ahli waris non muslim.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan tersebut yaitu
sebagaimana yang tertera pada Pasal 171 huruf (c) KHI tentang ketentuan-
ketentuan ahli waris, Pasal 176 KHI tentang bagian-bagian ahli waris serta
Yurisprudensi MARI (Nomor: 51 K/AG/1999) tentang wasiat wajibah bisa
diterapkan dalam memutus dan menetapkan non muslim sebagai ahli waris. Setelah
dianalisis oleh penulis bahwa hakim dalam perkara ini menggunakan dasar hukum
islam, namun penulis tidak sependapat dengan ulasan hakim karena didalam hukum
islam disebutkan bahwa seorang non muslim tidak berhak mendapat warisan karena
berbeda agama adalah salah satu penghalang kewarisan dalam hukum islam..
Kedua, Ulama’-ulama termasyhur dari golongan sahabat, fabi’in dan Imam-imam
madzhab empat berpendapat bahwa orang islam tidak dapat mewarisi orang kafir
dengan sebab apa saja. Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan
agama juga termasuk, maka dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai orang
murtad. Murtad didefinisikan oleh ulama klasik sebagai orang yang semula
memeluk agama Islam kemudian keluar dari agama Islam. Terkait dengan
kewarisan status orang murtad disamakan dengan orang kafir asli. Karena orang
murtad maka tidak dapat menjadi ahli waris bagi muwaris atau sebaliknya. Dasar
hukum dalam hadist ini mengambil dalil rujukan dari Usamah Bin zaid.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada lembaga peradilan yang
berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara, terlebih perkara
kewarisan, hendaknya benar-benar mampu bersikap profesional dalam
menjalankan tugasnya, hal ini dilakukan agar penegakan keadilan dan kepastian
hukum lebih terlaksana. Selain itu supaya masyarakat luas juga bisa menerima
dengan putusan-putusan yang telah di putuskan khususnya di ranah Peradilan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting
seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Dengan adanya kelahiran akan
timbul adanya hubungan hukum seperti hubungannya dengan orang tua, saudara
serta kerabat-kerabat terdekat lainnya. Begitu pun dengan perkawinan,
timbulnya hukum akibat perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan
seperti timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sedangkan
peristiwa kematian juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum
yaitu bagi mereka yang ditinggalkan, seperti keluarga dan kerabat-kerabat
terdekatnya. Akibat hukum yang disebutkan terakhir inilah yang dikenal dengan
hukum waris.

IImu waris juga sering disebut dengan ilmu faraid. Kata faraid adalah
bentuk jamak dari fardh yaitu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu faraid
karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan
kepada ahli waris. Sehingga ilmu faraid atau ilmu waris didefinisikan oleh para
ulama’ sebagai berikut : “Ilmu figih yang berkaitan dengan pembagian harta
pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan
kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang

wajib dari harta peninggalan setiap pemilik harta pusaka.t

! Hasbiyallah, Belajar Mudah llmu Waris, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 1.



Agama Islam sendiri juga sering menyebut harta waris dengan istilah
tirkah yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya.
Di kalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnah
berkenaan dengan harta waris. Terkadang hubungan persaudaraan dapat terputus
karena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Islam hadir
memberi petunjuk cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu
manusia akan terhindar dari pertikaian sesama ahli waris.

Hukum Kewarisan di Indonesia, kurang lebih ada tiga sistem yang
dipakai dalam hal kewarisan, yaitu hukum waris adat yang bersumber dari
kebiasaan masyarakat sehari-hari, hukum waris barat yang mengacu pada aturan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris
islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist Nabi, yang beberapa aturannya
kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Hukum kewarisan Islam mengatur
peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.
Dalam literatur Hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan
hukum kewarisan islam seperti: Faraid, Fikih Mawaris dan Hukm al-Waris.?
Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam
pasal 171(a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan
harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.®

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 5.
3 Pasal 171(a) Kompilasi Hukum Islam.



Pewarisan juga pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang
meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta
peninggalan. Pewarisan tersebut terjadi manakala ada sebab-sebab yang
mengikat pewaris dengan ahli warisnya, adapun sebab-sebab tersebut adalah
perkawinan, kekerabatan, dan wala’.*

Menurut Hukum Islam ada beberapa penyebab yang menjadikan seorang
pewaris terhalang mendapatkan bagiannya dalam hal mewarisi harta ahli waris
diantaranya: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan berlainan negara.
Keempat hal itu merupakan kondisi yang menyebabkan para ahli waris tidak
berhak untuk memperoleh bagian asalnya.®

Maksud dari berlainan agama ialah berbedanya agama yang dianut antara
pewaris dan ahli waris, artinya seorang seorang muslim tidaklah mewarisi dari
yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah
mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah hadist

sabda Rasulullah saw. :

L) s &0 ) Sg Y 36 e g ale dl Lo p a3 Bl e

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi saw. bersabda, ‘Tidak mewarisi
orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula
mewarisi dari orang Islam”.®

Hadist Nabi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki

muslim tidak diperkenankan menikah dengan perempuan non muslim,

4 Suparman Usman, Figh Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I11, 2008),15.

5> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani), 416.

& Abu lhsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Jakarta: Pustaka
Imam Syafi'i, 2006), 445.



dikarenakan apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka harta
warisannya tidak dapat diwariskan kepada salah satu pewaris tersebut.

Menurut jumhurul ulama’ figih, yang menjadi ukuran dalam penetapan
perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila
meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun
kemudian ia masuk islam agama islam sebelum pembagian harta warisan di
laksanakan, maka dari itu apabila orang muslim memlilih pasangan orang yang
non muslim nantinya akan berdampak kepada orang muslimnya sendiri, lebih
lagi dalam urusan warisan. Di ayat lain Allah SWT juga menganjurkan untuk
memilih pasangan yang benar-benar tepat, sebagaimana firman Allah dalam

surah an-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

5

CRUFLEs:
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Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,
jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh
harta”.’

Namun pada kenyataannya masih ada meskipun ada ketentuan yang
menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan
dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris

antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada

7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa’ Ayat 11



putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non
muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember
No0.1050/Pdt.G/2016, yang memberikan hak waris kepada saudara penggugat
yang beragama non muslim.

Perkara tersebut menerangkan bahwa pada tahun 1976 di Dusun
Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan, Wuluhan, Kabupaten Jember,
telah meninggal dunia seorang laki—laki bernama: Notodiwirjo dan semasa
hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismirah, yang juga
telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dalam
perkawinannya/pernikahannya tersebut diatas dikaruniai/telah dilahirkan 8
(delapan ) orang anak bernama :2
1) Wiyono bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia di tahun 1998 di

Perum Werdo Pertani, Sleman - Yogyakarta, dan semasa hidupnya Wiyono
bin Notodiwirjo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B.
Tujuwati dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang
bernama:

1. Emi binti Wiyono ( Tergugat I11)

2. Hendro Prasetyo bin Wiyono (Turut Tergugat I)

3. Andriyanto bin Wiyono (Turut Tergugat I1)

4. Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono (Turut Tergugat I1I)

5. A. Dodi Dewanto bin Wiyono (Turut Tergugat V)

6. Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono (Turut Tergugat V)

8 Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016



2) Cuk Suroso bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia pada tahun
2000 di jl.Oto Iskandardinata I11/H. 336 Jakarta dan semasa hidupnya
almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B.
Endang dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yang
bernama :

1. Adri bin Cuk Suroso (Turut Tergugat V1)
2. Wendi bin Cuk Suroso (Turut Tergugat V1)
3. Danang bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VIII)

3) M Liek Susilo bin Notodiwirjo (almarhum) ,yang telah meninggal dunia pada
tahun 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang
bernama B. Rosiat dan dikaruniai 3 (tiga ) orang anak :

1. Yulianto Prakoso bin M Liek Susilo (Penggugat I11)
2. Diyanti Agus Diana binti M Liek Susilo (Penggugat V)
3. Yeni Rosalinda binti M Liek Susilo (Penggugat V)

4) Sumarsasi binti Notodiwirjo (Penggugat I)

5) Joko Winahyu bin Notodiwirjo(Penggugat 11)

6) Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo (Tergugat I)

7) Suciati bin Notodiwirjo, juga telah meninggal dunia pada tahun 2014, semasa
hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai satu orang anakpun

8) Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo (Tergugat I1)

Pemaparan diatas menunjukkan bahwasanya diantara tergugat ada yang
beragama non muslim maka menurut hukum islam ia tidak merupakan ahli

waris, namun pada Putusan Pengadilan Agama Jember No0.1050/Pdt.G/2016



mengenai pembagian harta warisan yang di dapat dari perkawinan Notodiwirjo
(Alm) dan Ismirah (Alm) yang masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat.
Berdasarkan keterangan dari Tergugat tidak membagi warisan dari bapaknya
(Notodiwirjo) karena merasa dialah yang merawat bapaknya selama hidup.
Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui jalur hukum kemudian
melayangkan gugatan terhadap Tergugat. Oleh karena Penggugat beragama
Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman perkara diajukan di
Pengadilan Agama selaku pemegang kekuasaan absolut perkara kewarisan bagi
umat beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.

Terkait gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama, tentunya
hakim di Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili sengketa berdasarkan
hukum waris Islam. Sehingga posisi tergugat yang beragama non muslim,
menurut hukum waris Islam ia bukanlah merupakan ahli waris, karena
perbedaan agama menjadi salah satu alasan penghalang pewarisan dalam hukum
Islam. Hal ini berdasarkan Pasal 171 (c) KHI yang menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.®

® Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (c)



Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim
tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya. Namun pertimbangan
hakim dalam putusan ini memberikan warisan yang tidak sesuai dengan wasiat
wajibah terhadap tergugat yang beragama non muslim, maka penulis merasa
tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi ini mengenai “Analisis
Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang

Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016)”

. Identifikasi & Batasan Masalah
Dari skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim
(No.1050/Pdt.G/2016)”, penulis berusaha memaparkan hal-hal yang berkaitan
dengan permasalahan tersebut, dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa
identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Permasalahan pembagian harta waris terhadap ahli waris non muslim.
2. Penetapan pembagian harta waris oleh majelis hakim terhadap ahli waris non
muslim.
3. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap penetapan
status ahli waris non muslim.
4. Analisis hukum islam terhadap dasar pertimbangan hakim tentang penetapan

status ahli waris non muslim.



Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk
memberikan arah yang jelas dalam penelitian maka diberikan batasan masalah-
masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis Hakim terhadap penetapan status ahli waris non
muslim.
2. Analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan majelis hakim tentang

penetapan status ahli waris non muslim.

C. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas
peneliti merasa ada permasalahan yang perlu dibahas lebih mendalam, yaitu:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember
dalam memutuskan perkara penetapan status ahli waris non muslim ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan putusan
hakim Pengadilan Agama Jember tentang penetapan status ahli waris non

muslim ?

D. Tujuan Penelitian
Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara

lain adalah:



1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim terhadap penetapan
status ahli waris non muslim di dalam putusan Pengadilan Agama Jember
No.1050/Pdt.G/2016.

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan
majelis hakim tentang status ahli waris non muslim di dalam putusan

Pengadilan Agama Jember N0.1050/Pdt.G/2016.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Dari segi teorietis, diharapkan dari skripsi ini yaitu: menambah wawasan dan
pengetahuan dibidang Hukum Kewarisan Islam khususnya mengenai dasar
pertimbangan hakim tentang status ahli waris non muslim.

2. Dari segi praktisi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai
berapa besar pembagian ahli waris non muslim yang berhak mendapatkan
wasiat wajibah.

3. Turut serta menjadikan bahan acuan dalam memperluas wawasan tentang

Hukum Islam.

. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang
dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi

tersebut, antara lain :
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1. Analisis Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang
diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik
hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun hukum-
hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Putusan Pengadilan Agama Jember No0.1050/Pdt.G/2016 adalah putusan
tentang penetapan status ahli Waris non muslim yang terjadi di Kabupaten
Jember dan oleh karenanya menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama
Jember.

3. Penetapan status ahli waris non muslim berdasarkan undang-undang No. 3
Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang kewenangan
Peradilan Agama, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) salah satu kewenangan
Peradilan Agama adalah memutus perkara waris yang di dalamnya termasuk
penetapan status ahli waris.

Jadi penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim
(N0.1050/Pdt.G/2016) dimaksudkan untuk meneliti tentang dasar pertimbangan
hukum hakim Pengadilan Agama Jember lalu menganalisanya dengan peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait perkara waris.

10 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, 9.
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G. Kajian Pustaka
Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “Analisis Hukum

Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status

Ahli Waris Non Muslim (N0.1050/Pdt.G/2016)”. Banyak peneliti yang

membahas topik mengenai ahli waris non muslim, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan
Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum
Islam” Nama Andhita Sellasari, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun
2011. Pada dasarnya penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek waris
beda agama yang amat pelik di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang
ahli waris ternyata memeluk agama yang berbeda dengan orang tua
kandungnya, seperti banyak kasus di beberapa tempat di dunia, termasuk di
Indonesia. Timbul perdebatan antara beberapa ulama tentang ahli waris yang
beda agama dengan pewaris. Ada ulama yang mengatakan bahwa ahli waris
yang beda agama dengan pewaris tidak berhak mendapatkan harta waris, ada
pula ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang beda agama dengan
pewaris boleh mendapatkan warisan.!

2. Skripsi yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim
(Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor :51.K/AG/1999) Nama
Fakihta Rakhman Ihas Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Wasiat wajibah yang diberikan mahkamah agung dengan nomor

11 Andhita Sellasari, “Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap
Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi-Universitas Jember, 2011).

12



51.K/AG/1999 adalah untuk saudara kandung non muslim, padahal dalam
Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua
angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan penghalang untuk
dapat saling mewarisi. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum
tersebut secara komprehensif dalam penulisan hukum.2
Dari beberapa kutipan skripsi di atas sudah jelas bahwa ini bukan
penelitian yang pertama kalinya, karena mungkin ada beberapa daerah yang
juga terjadi masalah yang hampir sama. Maka dari itu penulis tertarik untuk
menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember tentang

penetapan status ahli waris non muslim .

H. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kasus dan merupakan jenis penelitian
kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data Putusan Pengadilan Agama

Jember.

12 Fakihta Rakhman lhas,“Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Tinjauan Yuridis Putusan
Mahkamah Agung Nomor :51.K/AG/1999)”,(Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, 2011).
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a. Alasan majelis hakim dalam memutuskan penetapan status ahli waris
yang beragama non muslim.

b. Dasar hukum pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam

memutuskan penetapan status ahli waris yang beragama non muslim.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam
mengumpulkan data, oleh karena itu data yang diperoleh adalah data primer
dan data sekunder. Data primer yang di maksud oleh penulis adalah Putusan

Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016. Sedangkan data sekunder

adalah buku-buku literatur mengenai, perkawinan, kawin beda agama serta

hukum waris Islam.
3. Teknik pengumpulan data

a. Metode dokumentasi yang ada, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen
resmi yang ada, seperti buku-buku atau dokumen, dan peraturan-peraturan
yang ada kaitannya dalam membahas masalah ini sehingga dapat
memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat ini yakni Putusan
Pengadilan Agama Jember (N0.1050/Pdt.G/2016).

b. Metode wawancara yaitu mengumpulkan data berdasarkan hasil
wawancara dengan narasumber terkait yakni Hakim Pengadilan Agama
Jember.

4. Teknik pengolahan data
Setelah terkumpul, maka penulis mengadakan pengolahan data, dalam

hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:
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a. Editing adalah pemeriksaan kembali terhadap data tentang isi Putusan
Pengadilan Agama Jember No0.1050/Pdt.G/2016 yang telah diperoleh
dalam kejelasan untuk penelitian.

b. Organizing adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh
tentang Putusan Pengadilan Agama Jember N0.1050/Pdt.G/2016 dalam
kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh
bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka
langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh.
Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah :

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu
mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun, sehingga tergambar jelas
objek secara terperinci, kemudian memberikan analisis terhadap hasil yang
telah diperoleh berdasarkan data yang berhasil diperoleh dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia. Pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang
menjelaskan tentang dasar-dasar hukumnya yaitu Buku Il KHI dan Pendapat

para Ulama’ tentang Status Ahli Waris Non Muslim.

I. Sistematika Pembahasan
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Mengenai sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi
atas 5 bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum
kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah,
identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan
diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisi landasan teori kewarisan Islam menurut Figh,
Kewarisan Islam menurut KHI, wasiat wajibah, dan hukum formil/materiil
Peradilan Agama terhadap perkara waris.

Pada bab ketiga penulis menguraikan profil Pengadilan Agama Jember,
Putusan Pengadilan Agama Jember N0.1050/Pdt.G/2016 tentang penetapan
status ahli waris non muslim, serta alasan hukum dan dasar pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tersebut.

Pada bab keempat penulis menganalisis tentang putusan dan dasar
hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan penetapan
status ahli waris non muslim dengan memadukan pendapat para Ulama’ dan
Kompilasi Hukum Islam, serta ijtihad hakim dalam perkara tersebut.

Pada bab kelima sebagai penutup yang meliputi Pertama, kesimpulan.
Kedua, saran-saran dari penulis kepada masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penulis akhiri tulisan ini dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran
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BAB I1
LANDASAN TEORI

A. HUKUM KEWARISAN ISLAM MENURUT FIQH MAWARIS
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada
orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-miirats.
Sedangkan makna Al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah
berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang),
tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari’i.® Jadi
mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam
hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain,
misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro hukum waris adalah hukum-hukum
atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah
berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia
meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.'
Sementara itu A. Pitlo mengatakan, hukum waris adalam suatu rangkaian
ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang,

akibat-akibatnya didalam kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta

13 Rasjid, Sulaiman, Figih Islam, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), 36.
14 Wiryono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1983), 13.
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peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam
hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.*®

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Hukum kewarisan Islam
mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang
masih hidup. Dalam literatur Hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk
menamakan hukum kewarisan islam seperti: Faraid, Fikih Mawaris dan
Hukum al-Waris.'® Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana
disebutkan dalam pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.'’

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan Erfrecht.
Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum
yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.8

2. Dasar Dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil

atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-

sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:

a. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an.

15 A, Pitlo, Hukum Waris, Jilid 1 (Jakarta: Intermasa, 1986), 1.

16 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

17 pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 50.

18 Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, ( Jakarta: Kencana, 2008), 247.
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b. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
c. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma’ dan ijtihad para ulama’.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada
didalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur
secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

a. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an Surat al-Nisa 7:

5 & o585 odh 5 & &L ety 481 ol 5 G & J1s3l
Logpis Lol 5551 40
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*®
Maksud dari firman Allah SWT diatas yakni bagi laki-laki baik
anak-anak maupun Kkarib kerabat ada bagian atau hak dari harta
peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang meninggal dunia dan bagi
wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat,
baik sedikit daripadanya maksudnya dari harta itu atau banyakyang
dijadikan Allah sebagai hak yang telah ditetapkan artinya hak yang pasti

yang harus diserahkan kepada mereka.?

Pada ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan tentang

pembagian warisan yang lebih rinci, karena di ayat sebelumnya hanya

19 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa’ Ayat 7

2 Zhenhal, “Tafsir  Ayat  Al-Quran  Surah  Nisa  Ayat 77  dalam
http://zhenhal.blogspot.co.id/2016/11/tafsir-ayat-al-quran-surah-nisa-ayat-7.html, diakses pada
tanggal 26 Maret 2018.
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menjelaskan garis-garis besarnya tentang pembagian kewarisan itu,

sebagaiamana pada surat annisa’ ayat 11:

6l 246 i Gg ales 2206 2N Bs e SIS o K00

by 85 G 2l Wt aats 280 sl Satall GlB Bslg S 05 A i
020 86 53 D 08 b6 b 86 el g Mg 49 280 T 06 Mg 4 o
Zw,swrﬁju}?{;@jm}jxﬁp’/gd@;ﬁdwmyy Eog J55 G
W&L@;u\f«uw;w&,ﬁ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-
bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh
ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.?!

b. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah

s ooy oiond] 55 25 B3 8 o0 0 by o el

Artinya: “Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu
kepada lebihnya itu, adalah untuk laki-laki yang lebih dekat
(hubungan kekerabatannya) kepada si mati” (Bukhari, Muslim
dan lainnya).?

21 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa’ Ayat 11
22 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 124.
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Menurut hadist tersebut di atas ayah menjadi ashabah bagi harta
warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Ayah menghabisi harta warisan
tersebut setelah diberikan sepertiga untuk ibu. Apabila si mati tidak
meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah menjadi
ashabah dengan alasan karena pada saat itu ayah adalah anak laki-laki
yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mati. Di hadist lain

Rasulullah Saw. juga pernah bersabda:

e/}“L;'”aLSJ‘ g_,}-\j,u.:\wj wdw&)‘&pj.ﬁjww\fj
o] 230 Lz g - el AL _ A Y a8y Gl UG
[@"’4‘

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan,
cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi Saw.
menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan
seperenam — sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya
adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari).?®

Hadist diatas menjelaskan bahwa apabila ahli waris terdiri dari
anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, maka bagian
anak perempuan adalah 1/2 dari harta peninggalan mayit, cucu perempuan

mendapat bagian 1/6 dan sisanya 1/3 menjadi bagian dari saudara

perempuan.

A &m‘ji‘éﬁj@ﬁﬁj;m&émd}%ﬁ d}“‘)”“:}ﬁ;ﬁjg

251555

Artinya : “Berkata Ma’qil bin Yassar Al-Muzanni: bahwa Rasulullah Saw.
telah menghukumi kakek mendapat bagian 1/6.” (Ahmad dan
Abu Dawud).?*

ZAmir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),

168.

*Ibid,, 136
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Hadist ini mengandung maksud bahwa bagian untuk kakek dalam
pembagian warisan adalah 1/6, dengan syarat apabila si mati
meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki akan tetapi tidak
meninggalkan ayah.

1055 A2 s3al gas o e T 000 8Tl o2 B 1 g
) o155 3T ol B il ey, Sl 3513 ol o] £ 16533 5
e

Artinya: “Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya bahwa Nabi Saw. menetapkan
bagian seperenam untuk nenek bila di bawahnya tidak ada ibu
(ibu sang mayat).” (HR. Abu Dawuddan An-Nasa’l, hadist ini
shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dan dikuatkan
oleh lbnu Adi).®

Hadist ini terkandung maksud nenek mendapat bagian 1/6 harta

warisan dengan syarat tidak meninggalkan ahli waris ibu.
s Gl i g 15T g s Y il et o 0 O35 06
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Artinya: “Telah bersabda Rasulullah Saw. kepada Sa’ad bin Rabi’ punya
saudara laki-laki: Berikanlah 2/3 harta warisan Sa’ad kepada dua
anak perempuan Sa’ad dan kepada ibu mereka 1/8; adapun

sisanya untuk kamu” (Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu
Majah)?®

Berdasarkan hadist tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa
saudara laki-laki sekandung mewarisi harta saudaranya. Harta yang

diwarisi tersebut adalah semua harta almarhum, atau mewarisi sisanya

25 |bnu HajarAl-Asgalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, (Jakarta: Gema Insani,2013),

412.

% 1bid,, 126.
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setelah dibagikan kepada para ahli waris lain dari anak laki-laki, cucu laki-
laki, ayah dan kakek.
. Dalil-dalil yang bersumber dari ijtihad para ulama’.

ljtinad ialah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang
resmi yaitu al-qur’an dan hadits kemudian menarik garis hukum
daripadanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari qur’an
kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan islam daripadanya.

Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau
ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk
menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta
warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan
untuk mengubah pamahaman atau ketentuan yang ada.

Meskipun Al-Qur’an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan
terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal
masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak
ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai
bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada
siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan
ayah dan duda atau janda.

Yang perlu dikemukakan disini adalah, bahwa meskipun hukum
kewarisan, yang sering disebut dengan fara 'id (ketentuan), ketentuan yang
dibakukan bagiannya, dalam penerepannya sering dijumpai kasus-kasus

yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-
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Quran. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku
dalam al-Quran atau hadist tetap dipedomani untuk menentukan
proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.?’

3. Rukun waris

1. Orang yang mewariskan (al-muwarrits): ialah mayit itu sendiri, baik nyata
ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan
dinyatakan mati.?® Sedangkan menurut KHI pewaris adalah orang yang
pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan.?

2. Ahli waris (al-waarits): ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab
kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.*® Sedangkan
menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta yang diwariskan (al-mauruuts): disebut pula peninggalan dan
warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan
kepada pewaris.3* Sedangkan menurut KHI harta waris adalah harta

bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk

27 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 382.
28 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, (Bandung: Almaarif, 1988), 240.

29 Pasal 171(b) Kompilasi Hukum Islam.

%0 Ibid,. 240

%1 Ibid,. 240
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keperluan pewaris selama sakit samapai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
4. Syarat-syarat Pewarisan
Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, diantaranya:*?

a. Meninggalnya muwarris menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

1) Mati haqiqy ialah hilang nyawa seseorang yang semulanya itu sudah
berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancraindera
dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

2) Mati hukmy ialah satu kematian disebabkan adanya vonnis hakim,
baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun
dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

3) Mati taqdiry ialah suatu kematian yang bukan hagigy dan bukan
hukmy, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.

b. Hidupnya warits di saat kematian muwarris yakni para ahli waris yang
benar-benar hidup di saat kematian muwarris, baik mati hagiqy, mati
hukmy maupun mati tagdiry, berhak mewarisi harta peninggalannya.

c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi maksudnya meskipun
dua syarat itu telah ada pada muwarrits dan warits, namun salah seorang
dari mereka tidak mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau
mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih ada salah satu

dari macam-macam penghalang tersebut.

32 Fatchur Rahman, 1lmu Waris, (Bandung: Almaarif, 1981), 79.
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5. Penghalang-penghalang Warisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang
memenuhi sebab-sebab untuk memperolen warisan, akan tetapi dia
kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan

mahrum. Adapun macam-macam penghalang warisan diantaranya:

a. Perbudakan

Para faradhiyun telah bulat pendapatnya untuk menetapkan
perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang warisan.
Berdasarkan petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan
kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang, yakni firman

tuhan yang termaktub dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

)

Lo 8t 5 s B, W G55 oo o0 e 5 Y IR 1 S Al g
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Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan

seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia

menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara

terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi
Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.3

Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap

mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris

33 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat An Nahl Ayat 75.
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mewarisi terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu
pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.

Demikian halnya seorang budak yang sifat kebudakannya tidak
penuh, seprti budak mukatab. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam as-
Syafi’l dan ulama Jumhur, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan
keluarganya dan mewariskan harta peninggalannya kepada para ahli
warisnya, lantaran ia belum bebas secara sempurna dari perbudakannya.

b. Pembunuhan

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara
yang dzhalim maka dia tidak lagi mewarisi. Karena seorang pembunuh
tidak pantas untuk menerima harta warisan yang telah ia bunuh. Adapun
jika pembunuhan itu tidak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat di
dalamnya. Imam Asy-Syafi’l berkata bahwa setiap pembunuhan
menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak
kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yag benar seperti had dan
gishash. Aliran Maliki berkata: sesungguhnya pembunuhan menghalangi
pewarisan adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung
ataupun melalui perantaraan.®

c. Perbedaan agama
Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan agama

yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang

3 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Almaarif, 1981), 85.
% Sayyid sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, (Bandung: Almaarif, 1988), 242.
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mewariskan. Dengan demikian maka seorang muslim tidak mewarisi dari
orang kafir, dan seorang Kafir tidak mewarisi dari seorang muslim,®

sebagaimana dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw. bersabda:

<
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Artinya: “‘Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi Saw. bersabda, ‘Tidak

mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang

kafir tidak pula mewarisi dari orang Islam”.%

Ulama’-ulama termasyhur dari golongan sahabat, tabi’in dan
Imam-imam madzhab empat berpendapat bahwa orang islam tidak dapat
mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Namun menurut pendapat
fuqaha’ Imamiyah, atas ilham dari pendapat Mu’adz, Mua’awiyah,
Muhammad ibnul-Hanafiyah, Ali ibnul-Husein dan Said ibnul-
Musaiyyab, bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak
mencakup larangan bagi orang islam mewarisi kerabatnya yang non
Muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang isteri kafir kitabiyah wafat,
suaminya yang beragama islam dapat mewarisi harta peninggalannya.®

Selain itu ulama’ kontemporer yang bernama Yusuf al-Qardawi
menjelaskan dalam bukunya Hadyu al-Islam fatawi Mu’a’sirah bahwa
orang islam dapat mewarisi orang kafir, sedangkan orang kafir itu sendiri

tidak dapat mewarisi orang muslim, menurutnya Islam tidak menghalangi

% bid,. 242.

37Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Jakarta: Pustaka
Imam Syafi'i, 2006), 445.

% bid,. 99.
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dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umat.
Terlebih lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mentauhidkan
Allah, dan menegakkan agama-Nya.*®
6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat
hukum dalam al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi
Muhammad Saw., dalam hal ini akan dikemukakan lima asas-asas hukum
kewarisan Islam, diantaranya:
a. Asas ljbari
Yaitu peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada
orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung
kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas ijbari dalam hukum
kewarisan islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris.
Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang
ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang
tersebut, hutang yang dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh

pewaris.

b. Asas Bilateral

39 Ubaidillah, Achmad Maftuh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung
No:16K/AG/2010 tentang pembagian waris beda agama” (Skripsi-----Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Surabaya, 2015)
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Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak
garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dari pihak
kerabat garis keturunan perempuan.

. Asas Individual

Bahwa harta dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.
Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa
tergaantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta
warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi,
kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak
menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-
bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak
dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapus hak mewaris para ahli
waris yang bersangkutan.

. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban
antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat
dikatakan bahwa factor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam
hak kewarisan sebanding dengan yang di dapat oleh laki-laki.

. Asas Kewarisan Semata Kematian
Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah

yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan harta itu tidak dapat
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beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai

harta masih hidup.*°

B. HUKUM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
1. Pengertian

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hakpemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris
adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan
untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk

kerabat.

40 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 16.
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Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Halangan-halangan Waris
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris
a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
1) Menurut hubungan darah:
Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan, golongan perempuan terdiri
dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

32



Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.
4. Kewajiban Ahli Waris
Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan,
termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
d. Membagi harta warisan di antara wahli waris yangberhak.
5. Bagian-bagian Ahli Waris

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian,
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga
bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki,
maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan.

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Kemudian, Ibu
mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila
tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatsepertiga
bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh
janda atau duda bila bersamasama dengan ayah. Duda mendapat separoh
bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris

meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian. Janda
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mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan
bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat
seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka
bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Bila seorang meninggal tanpa
meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan
kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau
seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua
pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan
saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua
berbanding satu dengan saudara perempuan.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan
Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberiwasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta
wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.

6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam
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a. Asas Bilateral

Asas yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi

keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini

didasarkan atas:

1)

2)

3)

Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik
dari pihak ayah atau dari piohak ibu.

Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak
perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak
perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah
dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris
pengganti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti

1)

2)

Ahli waris langsung (eigen hoofde) adalah ahli waris yang disebut pada
Pasal 174 KHI.
Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur

dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli
waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan
dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-
laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan
nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek
dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris

langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).
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c. Asas ljbari
Asas ljbari maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia,
kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung
menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat untuk menolak sebagai
ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima
sebagai ahli waris.
d. Asas Individual
Asas individual ini dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli
waris sesuai bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa
tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-undang nomor
56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para
ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi
membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai
dengan porsi bagian warisan mereka.
e. Asas Keadilan Berimbang
Asas ini membandingkan bagian laki-laki dengan bagian
perempuan 2 : 1 kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki
dengan perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan
kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai
kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-
anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai
kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak apabila

suami tidak memiliki kemampuan untuk itu.
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Asas Waris Karena Kematian

Maksud dari asas ini yakni terjadinya peralihan hak materill
maupun immaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris
mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.
. Asas Hubungan Darah

Asas Hubungan Darah yakni hubungan darah akibat perkawinan
sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas figh Islam).
. Asas wasiat wajibah

Asas wasiat wajibah maksudnya anak angkat dan ayah angkat
secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing,
bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya,
maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex officio maksimal 1/3
bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).
Asas Egaliter

Asas Egaliter maksudnya kerabat karena hubungan darah yang
memeluk agama selain islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3
bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat

dengannya (Yurisprudensi).

Asas Retroaktif Terbatas
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KHI tidak berlaku surut dalam arti jika harta warisan telah dibagi
secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI
diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli
waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan
belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya
meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku

surut.*t

C. WASIAT WAJIBAH

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurusi
hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan
tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah
meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah perang yang berwasiat
meninggal dunia.*?

Adapun wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa
atau hakim sebagai apparat negara yang mempunyai tugas untuk memaksa atau
memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan

kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Dikatakan wasiat wajibah, disebabkan karena dua hal, yaitu:

41 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku Il (Jakakarta, Hunting, 2013), 159.
42 Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, Cet 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 237.
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1. Hillangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban
melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa
tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima
wasiat

2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal
penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.*®
Adapun diantara pembagian wasiat wajibah meliputi:

1. Wasiat Wajibah dalam Figih

Wasiat wajibah dalam figih merupakan fenomena yang masih
menjadi perdebatan. Maksudnya tidak semua fugaha dalam ilmu figih
mengakui adanya wasiat wajibah memang ada dan mempunyai dasar hukum
di dalam islam. Beberapa fugaha yang mengakuinya adalah beberapa
fugaha golongan tabi’in, serta beberapa imam figih dan imam hadist seperti
Sa’id bin Musayyab, Dhahhak, Thaus, Al Hasanul Bisri, Ahmad bin Hanbal,
Daud bin Ali, Ishaq bin Rawa’ih, Ibnu Jarir, Ibnu Hazm, serta beberapa
fugaha lainnya. Mereka berpendapat bahwa memberikan wasiat kepada
anggota keluarga/kerabat yang tidak mendapat harta peninggalan
sebenarnya telah disebutkan dalam al Quran, yaitu dalam surat Al Bagarah
ayat 180 yang berbunyi:

Syl iVl 3l o i 85 ) &3 180el as iy 1K

Artinya: “Diwajibkan atas kalian, apabila seorang di antara kalian
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang

43 Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, Hukum Islam di Indonesia, Cet 2, (Yogyakarta: Elhamra
Press, 2003), 207.

39



banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya
secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa.**

Namun ayat tersebut bagi sebagian ulama lainnya masih merupakan
ayat yang diperdebatkan, karena menurut sebagian ulama ayat tersebut
sebenarnya telah dihapuskan atau Mansukh dengan turunnya ayat mawaris.

Walaupun terdapat pertentangan, sebagian ulama yang yang
mengatakan tentang adanya wasiat wajibah, dalam hal ini Abu Muslim Al-
Ashabani mengatakan bahwa ayat tersebut tidaklah Mansukh dengan ayat
mawaris karena tidak mengandung pertentangan dengan ayat mawaris
sehingga ayat tersebut tetap berlaku sampai sekarang bagi kerabat yang
tidak mendapatkan harta waris karena ada penghalang ataupun karena ada
orang yang lebih utama, sehingga wajiblah dibuat wasiat wajibah dengan
dasar ayat wasiat karena ayat tersebut tetap masih berlaku menurut mereka.
Bahkan menurut Ibnu Hazm apabila orang yang meninggal tersebut tidak
meninggalkan wasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta
peninggalan, maka hakim wajib untuk berlaku sebagai muwaris untuk
memberikan sebagian harta peninggalan itu kepada kerabat-kerabat yang
terhalang mewarisi sebagai suatu wasiat yang wajib. Wasiat wajibah ini
pada dasarnya dapat diberikan kepada cucu laki-laki maupun perempuan
baik pancar laki-laki yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-

sama dengan kakek atau nenek.

44 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat Al Bagarah Ayat

180.
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2. Wasiat Wajibah dalam Perspektif KHI
Buku Il KHI Bab I Pasal 171 huruf f disebutkan bahwa wasiat adalah
pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang
akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*®
Adapun rukun dan syarat-syarat wasiat, yaitu diantaranya:
1) Orang yang berwasiat (mushi) dengan syarat:
a) Berakal sehat
b) Baligh
c) Atas kehendak sendiri
d) Harta yang sah/miliknya
2) Orang yang menerima wasiat (mushalahu) dengan syarat:
a. Jelas identitasnya
b. Harus ada ketika pembuatan pernyataan wasiat
c. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat
3) Sesuatu yang diwasiatkan (mushabihi) dengan syarat:
a. Milik pemberi wasiat
b. Sudah berwujud
c. Dapat dimiliki
d. Tidak melebihi 1/3
4) Sighat wasiat dengan syarat:
Kalimat yang dapat memberi pengertian wasiat, dan disaksikan

oleh saksi yang adil atau pejabat (notaris).

4 Pasal 171 (f) Kompilasi Hukum Islam
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Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf f
disebutkan bahwa anak angkat dengan orang tua angkat terbina hubungan
saling berwasiat yang tertuang dalam pasal 209, yaitu:

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai
dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak
angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu
dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan
yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau
anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli
waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta
dianggap telah meninggalkan wasiat maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang
ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk
orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam system pembagiannya
bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli
warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam
figh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia

Islam kontemporer. Alqur’an menolak penyamaan hubungan karena
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pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat
bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di
dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan
anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai
keturunan. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak
angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak
sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak
memperoleh warisan (menurut figh) namun sebaliknya sebagian orang tua
angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus
karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran
antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan
dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka
diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena
hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum

Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.*®

D. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
1. Kekuasaan Kehakiman dan Kewenangan Peradilan Agama
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, bahwa

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan

46 Artikel Wasiat Wajibah dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam) oleh

Drs. Arpani, S.H (http://www.pta-
samarinda.net/pdf/\Wasiat%20Wajibah%20dan%20Penerapannya.pdf). Diakses pada tanggal 20

April 2018.
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olen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dasar hukum
badan peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 (amandemen ketiga) menyatakan bahwa: “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman
mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam.
Kewenangan Peradilan Agama terkait yurisdiksi peradilan agama
sebaimana yang ditegaskan dalam Bab I1I tentang Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadagah.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
perubahan atas Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, bahwa kewenangan Peradilan Agama diperluas menjadi
Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan

menyelasaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama
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islam di bidang; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat,

shodaqoh dan ekonomi syari’ah.*’

2. Sumber Hukum Acara Yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama

a. Hukum Formil Peradilan Agama

1)

2)

3)

4)

5)

HIR (Herziene Indlandsch Reglement) untuk Jawa dan Madura.
RBg. (Rechtsreglement Voor De Suitengewesten) untuk luar Jawa
dan Madura.

B.Rv. (Reglement Op De Bugerlijke Rechtsvorderiing) diperuntukan
unutk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van
Justicedan Residentie Gerecht. Dengan dihapuskannya Raad van
Justice dan Hoogerechtshof, B.Rv. banyak yang masih relevan
dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya, tentang
formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan
beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.

BW (BurgerlijkeWetbook voor Indonesia), yang dalam bahasa
Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terapat juga sumber hukum
acara perdata, khususnya buku IV tentag pembuktian, yang termuat
dalam Pasal 1865 s.d. 1993.

WvVK (Wetboek van Koophandel), yang dalam bahasa Indonesia

dikenal dengan KUH Dagang. Dalam kaitan dengan hukum dagang

47 Sutomo, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonnesia, (Yogyakarta: Ul Press,

2016), 1.
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6)

7)

8)

9)

ini, terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam
failissements verordering (aturan keapailitan) yang diatur dalam
Stb. 1906 Nomor 348.

UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding
bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk
daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun
1999, dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No.
4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian UU ini dinyatakan
dicabut dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Perkawinan tersebut.

UU Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dan disempurnakan dengan
UU Nomor 5 Tahun 2004, kemudian UU ini diubah dengan UU No.
3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang
acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam

proses berperkara di Mahkamah Agung.

10) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang ini,

khususnya Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku
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di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara
yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang
telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

11)Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Intruksi Permasyarakatan
Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri tiga buku, yaitu Hukum
Perkawinan, Kewarisan, dan Sedekah.

12) Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah
Agung RI. Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum
perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktik
peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh
hakim. Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung tidak mengikat
hakim sebagaimana undang-undang. Untuk itu, para pakar hukum
berpendapat bahwa perma dan sema adalah bentuk campur tangan
Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara
yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195
HIR. Tampaknya, pendapat tersebut ada benarnya, akan tetapi, bila
dilihat Pasal 11 (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan
pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut
ketentuanyang ditentukan oleh undang-undang.

13) Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi yang dimaksud
alah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah

Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain
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dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama. Hakim
tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab
negara Indonesia tidak menganut asas “the blinding force of
precedent.” Jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi
dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat
putusan sebelumnya. Menurut Yahya Harahap di dalam bukunya
yang berjudul Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa
Yurisprudensi merupakan putusan hakim mengenai kasus tertetu
(Judge decision in a particular case) dan putusan yang diambil
mengandung pertimbangan yang yang mendasar yang disebut ratio
decidendi atau basic reason, berupa prinsip hukum yang dijadikan
dasar putusan yang diambil (the principle of law which decision is
based).*® Sedangkan menurut Sudikno Yurisprudensi merupakan
produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang
mengikat pihak-pihak yang berkesangkutan atau terhukum.*®
Setelah kita cermati dari beberapa pengertian diatas bahwasanya
Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya
Yurisprudensi itu sudah using dan sudah tidak sesuai lagi dengan
tuntutan zaman dan keadaan masyarakat. Tetapi tidak ada salahnya

untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan

48 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 830.
49 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 112.
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keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat.

14) Kitab fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin
atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim
dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan umum,
melainkan sumber hukum. Sebelum berlaku UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum
banyak dipergunakan oleh Hakim Peradilan Agama dalam
memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan
hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fikih. Berdasarkan Surat
Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor
B/1/1735, tanggal 18 Februari 1985 sebagai pelaksana peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Pengadilan Luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk
mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus
perkara maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar
mempergunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber
dalam fikih sebagai berikut: Al-Bajuri, Fathul Mu’in, Syarqgawi at-
Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahab dan Syarhnya, Tuhfah,
Targhibul Musytaq, Qawaninusy Syar’iyah lis Sayyid bin Yahya,
Qawaninusy Syar’iyah lis Sayyid Sadagah Dahlan, Syamsyuri fil
Faraidh, Bugyatul Mustarsyidin, Al-figh ala Madzahibil Arba’ah,

Mugnif Muntaj. Dengan menunjuk ke-13 kitab fikih diatas, hakim

49



peradilan agama diharapkan dapat mengambil mekanisme beracara
dalam peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili
dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di lingkungan

Peradilan Agama.*

b. Hukum Materiil Peradilan Agama

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang
NTCR.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbanakan sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat Berharga Syariah Nasional.
UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum

EkonomiSyariah.

10) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan EkonomiSyariah.

11) Yurisprudensi Mahkamah Agung.

0 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia,

2012), 49.
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12) Qanun Aceh.
13) Fatwa Dewan Syariah Nasional.
14) Akad-akad EkonomiSyariah.

15) PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.>!

51 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), 51
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BAB |11
PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember
1. Profil dan Letak Geografis Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang
berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.Pengadilan
Agama Jember adalah Pengadilan Agama kelas 1.A merupakan Yurisdiksi
dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Kabupaten Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur
dengan letak georafis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur.
Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di
sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten
Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah
Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59’ 6” sampai 8° 33° 56”

Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur.%?

52 “Profil Pengadilan”, dalam http://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-jember,
diakses pada 7 Mei 2018.
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2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember®?

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JEMBER

WAKIL KETUA
Or. Dra. Hj. Hasnawaty Abdullzh, $H.MH

M. A;us Siamsul Arief, S.H

Organisa: Tatalaksana

Ahmad M. Nuruzzaman, S.E|

DrRiskiyah Hasanah, S Ag. M Hurj

Hj_ Dwi Wahyu S, SH,MHES|

Kasubag Kepegawaian
si dan

Kelompok Fungsion:

e - Garis Koordinasi

3. Wilayah Yurisdiksi/ Peta Jember
Pengadilan Agama Jember terletak di JI. Cendrawasih No. 27 Jember.
Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Jember meliputi 31
Kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama
Jember dapat dilihat sebagai berikut :
1. Wilayah Hukum untuk Kecamatan Wuluhan terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu : Desa Ampel, Desa Dukuh Dempok, Desa Glundengan, Desa

Kesilir, Desa Lojejer, Desa Tamansari, Desa Tanjung Rejo.

5 “Struktur Organisasi”, dalam http://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/struktur-
organisasi, diakses pada 7 Mei 2018.
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Wilayah Hukum untuk Kecamatan Tanggul terdiri dari 8 (delapan) desa,
yaitu: Desa Darungan, Desa Klatakan, Desa Kramat Sukoharjo, Desa
Manggisan, Desa Patemon, Desa Selodakon, Desa Tanggul Kulon, Desa
Tanggul Wetan.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan silo terdiri dari 9 (sembilan) desa,
yaitu: Desa Garahan, Desa Harjomolyo, Desa Karangharjo, Desa
Mulyorejo, Desa Pace, Desa Sempolan, Desa Sidomulyo, Desa Silo,
Desa Sumberjati.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Semboro terdiri dari 6 (enam) desa,
yaitu: Desa Pondok Dalem, Desa Pondok Joyo, Desa Rejo Agung, Desa
Semboro, Desa Sidomekar, Desa Sidomulyo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sukorambi terdiri dari 5 (lima) desa,
yaitu: Desa Dukuh Mencek, Desa Jubung, Desa Karangpring, Desa
Kelungkung, Desa Sukorambi.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sukowono terdiri dari 12 (dua belas)
desa, yaitu: Desa Arjasa, Desa Balet Baru, Desa Dawuhan Mangli, Desa
Mojogeni, Desa Pocangan, Desa Sukokerto, Desa Sukorejo, Desa
Sukosari, Desa Sukowono, Desa Sumber Wringin, Desa Sumberdanti,
Desa Sumberwaru.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 10 (sepuluh)
desa, yaitu: Desa Gelang, Desa Jambesari, Desa Jamintoro, Desa Jatiroto,
Desa Kaliglagah, Desa Karang Bayat, Desa Pringgowirawan, Desa Rowo

Tengah, Desa Sumber Agung, Desa Yosorati.
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10.

11.

12.

13.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 9
(sembilan) desa, yaitu: Desa Cumedak, Desa Gunung Malang, Desa
Jambe Arum, Desa Plereyan, Desa Pringgondani, Desa Randu Agung,
Desa Rowosari, Desa Sumber Pakem, Desa Sumberjambe.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sumbersari terdiri dari 7 (tujuh)
kelurahan, vyaitu: Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Kebonsari,
Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Tegal Gede, Kelurahan Wirolegi,
Kelurahan Antirogo, Kelurahan Keranjingan.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Termpurejo terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Andongrejo, Desa Curahnongko, Desa Curahtakir,
Desa Pondokrejo, Desa Sanenrejo, Desa Sidodadi, Desa Tempurejo,
Desa Wonoasri.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Umbulsari terdiri dari 10 (sepuluh)
desa, yaitu: Desa Gadingrejo, Desa Gunungsari, Desa Mundurejo, Desa
Paleran, Desa Sidorejo, Desa Sukoreno, Desa Tanjungsari, Desa Tegal
Wangi, Desa Umbulrejo, Desa Umbulsari.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 (tujuh)
kelurahan, yaitu: Kelurahan Jember Kidul, Kelurahan Tegal Besar,
Kelurahan Kaliwates, Kelurahan Sempusari, Kelurahan Mangli,
Kelurahan Kebon Agung, Kelurahan Kepatihan.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Kencong terdiri dari 5 (lima) desa,
yaitu: Desa Cakru, Desa Kencong, Desa Kraton, Desa Paseban, Desa

Wonorejo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Ledokombo terdiri dari 10 (sepuluh)
desa, yaitu: Desa Karang Paiton, Desa Ledokombo, Desa Lembengan,
Desa Slateng, Desa Sukogidri, Desa Sumber Anget, Desa Sumber Bulus,
Desa Sumber Lesung, Desa Sumber Salak, Desa Suren.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Mayang terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Tegalrejo, Desa Mayang, Desa Mrawan, Desa Seputih, Desa
Sidomukti, Desa Sumber Kejayan, Desa Tegal Waru.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 7 (tujuh)
desa, yaitu: Desa Karangkedawung, Desa Kawangrejo, Desa Lampeji,
Desa Lengkong, Desa Mumbulsari, Desa Suco, Desa Tamansari.
Wilayah Hukum untuk Kecamatan Pakusari terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Bedadung, Desa Jatian, Desa Kertosari, Desa Pakusari, Desa
Patemon, Desa Subo, Desa Sumber Pinang.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Panti terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu:
Desa Glagahwero, Desa Kemiri, Desa Kemuningsari Lor, Desa Pakis,
Desa Panti, Desa Serut, Desa Suci.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Patrang terdiri dari 8 (delapan)
kelurahan, yaitu: Kelurahan Patrang, Kelurahan Baratan, Kelurahan
Bintoro, Kelurahan Jumerto, Kelurahan Slawu, Kelurahan Gebang,
Kelurahan Banjar Sengon, Kelurahan Jember Lor.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Puger terdiri dari 11 (sebelas) desa,

yaitu: Desa Bagon, Desa Grenden, Desa Jambearum, Desa Kasiyan, Desa
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

Kasiyan Timur, Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, Desa Puger Kulon,
Desa Puger Wetan, Desa Wonosari, Desa Wringin Telu.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Curahmalang, Desa Gugut, Desa Kaliwining, Desa
Nogosari, Desa Pecoro, Desa Rambigundam, Desa Rambipuji, Desa
Rowotamtu.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Ajung terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Ajung, Desa Klompangan, Desa Mangaran, Desa
Pancakarya, Desa Rowo Indah, Desa Sukamakmur, Desa Wirowongso.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Ambulu terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Karang Anyar, Desa Ambulu, Desa Andongsari, Desa
Pontang, Desa Sabrang, Desa Sumberrejo, Desa Tegalsari.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Arjasa terdiri dari 6 (enam) desa,
yaitu: Desa Arjasa, Desa Biting, Desa Candijati, Desa Darsono, Desa
Kamal, Desa Kemuninglor.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Balung terdiri dari 8 (delapan) desa,
yaitu: Desa Balung Kidul, Desa Balung Kulon, Desa Balung Lor, Desa
Curahlele, Desa Gumelar, Desa Karang Duren, Desa Karang Semanding,
Desa Tutul.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Bangsalsari terdiri dari 11 (sebelas)
desa, yaitu: Desa Badean, Desa Bangsalsari, Desa Banjarsari, Desa
Curah Kalong, Desa Gambirono, Desa Karangsono, Desa Langkap, Desa

Petung, Desa Sukorejo, Desa Tisnogambar, Desa Tugusari.
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27.

28.

29.

30.

31.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Gumukmas terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Bagorejo, Desa Gumukmas, Desa Karang Rejo, Desa
Kepanjen, Desa Mayangan, Desa Menampu, Desa Purwoasri, Desa
Tembokrejo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 (enam) desa,
yaitu: Desa Jelbuk, Desa Panduman, Desa Suco Pangepok, Desa Suger
Kidul, Desa Suko Jember, Desa Sukowiryo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Jenggawah terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Cangkring, Desa Jatimulyo, Desa Jatisari, Desa
Jenggawah, Desa Kemuning Sari Kidul, Desa Kertonegoro, Desa Sruni,
Desa Wonojati.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Jombang terdiri dari 5 (lima) desa,
yaitu: Desa Jombang, Desa Keting, Desa Ngampelrejo, Desa Padomasan,
Desa Wringin Agung.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Kalisat terdiri dari 12 (dua belas)
desa, yaitu: Desa Plalangan, Desa Ajung, Desa Gambiran, Desa
Glagahwero, Desa Gumuksari, Desa Kalisat, Desa Patempuran, Desa
Sebanen, Desa Sukoreno, Desa Sumber Jeruk, Desa Sumber Kalong,

Desa Sumber Ketempah.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama adalah
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang

yang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah,

e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i. ekonomi syari’ah.

Selain tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jember
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah
hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;
(vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang -
Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi
umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim
Pengawas Bidang.

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial,
administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006).

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
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perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Jember (Bidang
Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya,
apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

f.  Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan
penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/I1/1991.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

a. Visi Pengadilan Agama Jember
Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung

b. Misi Pengadilan Agama Jember
1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama

Jember
4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama
Jember

c. Motto Pengadilan Agama Jember
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Pengadilan Agama Jember “H E B A T” (Harmonis Elegan
Bijaksana Akuntabel Transparan).
B. Deskripsi Kasus/Perkara Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
1050/Pdt.G/2016

1) Dalil-dalil Gugatan (Posita) Penggugat
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret
2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember
padatanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor: 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr.

Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Jember dengan alasan

(posita) gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1976 di Dusun Wuluhan, Desa Dukuh Dempok,
Kecamatan, Wuluhan, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang
laki—laki bernama Notodiwirjo dan semasa hidupnya telah menikah dengan
seorang perempuan bernama Ismirah, yang juga telah meninggal dunia pada
tahun1988 dan dalam perkawinannya/ pernikahannya tersebut diatas
dikaruniai/telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak bernama :

1) Wiyono bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia di tahun 1998
di Perum Werdo Pertani, Sleman - Yogyakarta, dan semasa hidupnya
Wiyono bin Notodiwirjo telah menikah dengan seorang perempuan
yang bernama B. Tujuwati dan dalam pernikahannya dikaruniai 6
(enam) orang anak yang bernama:

7. Emi binti Wiyono (Tergugat I11)

8. Hendro Prasetyo bin Wiyono (Turut Tergugat I)
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2)

3)

4)
5)

6)

9. Andriyanto bin Wiyono (Turut Tergugat I1)

10. Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono (Turut Tergugat I11)

11. A. Dodi Dewanto bin Wiyono (Turut Tergugat 1V)

12. Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono (Turut Tergugat V)

Cuk Suroso bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia pada
tahun 2000 di jl.Oto Iskandardinata I1I/H. 336 Jakarta dan semasa
hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang
bernama B. Endang dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga ) orang
anak yang bernama :

4. Adri bin Cuk Suroso (Turut Tergugat V1)

5. Wendi bin Cuk Suroso (Turut Tergugat V1I)

6. Danang bin Cuk Suroso (Turut Tergugat V1II)

M Liek Susilo bin Notodiwirjo (almarhum) ,yang telah meninggal dunia
pada tahun 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang

perempuan yang bernama B. Rosiat dan dikaruniai 3 (tiga ) orang anak

4. Yulianto Prakoso bin M Liek Susilo (Penggugat I11)

5. Diyanti Agus Diana binti M Liek Susilo Penggugat 1V)
6. Yeni Rosalinda binti M Liek Susilo (Penggugat V)
Sumarsasi binti Notodiwirjo (Penggugat I)

Joko Winahyu bin Notodiwirjo(Penggugat I1)

Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo (Tergugat I)
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7) Suciati bin Notodiwirjo, juga telah meninggal dunia pada tahun 2014,
semasa hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai satu orang anakpun
8) Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo (Tergugat Il)Dan atau disebut
Para Penggugat, Para Tergugat dan Para TurutTergugat sebagai
ahliwaris dan ahli waris pengganti yang sah dari mendiang Notodiwirjo
dan Ismirah.
Bahwa oleh karena orang tua (ayah/ibu) kandung para penggugat, kakek/
nenek Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dahulu beragama Islam, maka
kami mohon harta peninggalan waris dari orang tua kami untuk dibagi
dengan cara waris Islam.
Bahwa mendiang Notodiwirjo dan Ismirah selain meninggalkan ahli waris
dan ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat dan Para Tergugatserta para
Turut Tergugat juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan dengan
identitas petok nomer C . 677. Persil 202. Klas D II, luas kurang lebih 338
da. atas nama Ismirah Notodiwirjo, yang berdiri diatasnya bangunan
rumah dan dapur yang terletak di Dusun Wuluhan, Desa Dukuh
dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
Bahwa oleh karena tanah sengketa/obyek sengketa tersebut belum dibagi
waris dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh Sri Wahyu Astutibinti
Notodiwirjo (Tergugat I).
Bahwa menghukum Tergugat | untuk menyerahkan bagian masing-masing
ahli waris dan ahli waris pengganti, sebagaimana tersebut diatas dalam point

3(tiga).
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6. Bahwa menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar
biaya perkara secara tanggung-renteng.
7. Bahwa menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan.
Berdasarkan hal-hal di atas maka bersama ini Para Penggugat mohon
dengan hormat Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis
Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapatnya Pengadilan Agama Jember
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhum dan almarhumah adalah:
2.1 Sumarsasi binti Notodiwirjo (Penggugat I ).
2.2 Joko Winahyu bin Notodiwirjo (Penggugat I1).
2.3 Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo (Tergugat I).
2.4 Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo (Tergugat II).
2.5 Anak/ Kketurunan sebagai ahli waris pengganti dari Wiyonobin
Notodiwirjo almarhum yaitu :
2.5.1 Emi binti Wiyono ( Tergugat IlI).
2.5.2 Hendro Prasetyo bin Wiyono (Turut Tergugat 1)
2.5.3 Andriyanto bin Wiyono ( Turut Tergugat I1).
2.5.4 Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono (Turut Tergugat I11).
2.5.5 A. Dodi Dewanto bin Wiyono (Turut Tergugat 1V).
2.5.6 Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono (TurutTergugat V)
2.6 Anak/keturunan sebagai Ahli waris pengganti dari Cuk Surosobin

Notodiwirjo almarhum yaitu:
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2.6.1 Adri bin Cuk Suroso (Turut Tergugat V1).

2.6.2 Wendi bin Cuk Suroso ( Turut Tergugat VII).

2.6.3 Danang bin Cuk Suroso ( Turut Tergugat VIII).
2.7 Anak / keturunan sebagai ahli waris pengganti dari M. Liek Susilo bin

Notodiwirjo almarhum yaitu :

2.7.1 Yulianto Prakoso bin M. Liek Susilo(Penggugatlll).

2.7.2 Diyanti Agus Diana binti M. Liek Susilo(PenggugatlV).

2.7.3 Yeni Rosalinda binti M. Liek Susilo (Penggugat V).
2.8 Suciati binti Notodiwirjo (almarhumah). Anak kandung yang sah dari

mendiang Notodiwirjo dengan Ismirah sebagai ahli waris.
. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum sebidang tanah pekarangan
dengan identitas petok nomer-nomer C.677. Persil202. Klas D II, luas
kurang lebih 338 da. Atas nama Ismirah Notodiwirjo, yang berdiri diatasnya
bangunan rumah dan dapur yang terletak di Dusun Wuluhan, DesaDukuh
Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember merupakan hartagono-
gini almarhum/ almarhumah Adalah harta peninggalan (warisan) mendiang
Notodiwirjo dan Ismirah yang belum dibagi waris yang selanjutnya dibagi
waris secara hukum Islam kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para
Turut Tergugat.
. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan dalam perkara

Ini.
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5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar
semua biaya secara tanggung-renteng yang timbul dalam perkara ini sesuai

dengan hukum yang berlaku.

2) Bukti-bukti dan Saksi-saksi
Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut :
a. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 473/70/35.09.11.2004/2015
tertanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Dukuh dempok
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, fotokopi mana telah
dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1).

2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal
01September 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA
Jember, yang disahkan oleh Kepala Desa Dukuhdempok
KecamatanWuluhan ~ Kabupaten Jember, fotokopi mana telah
dinazegelen sertatelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan tertanggal 01 Maret 2016, fotokopi mana telah dinazegelen
serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan tertanggal 31 Juli 2009, fotokopi mana telah dinazegelen serta

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4).
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. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan tertanggal 01 Maret 2015, fotokopi mana telah dinazegelen
serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5).

. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Notodiwirjo
Nomor:474.3/35.09.11.2004/2016 tertanggal 27 September 2016 yang
dibuat oleh Kepala Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya (bukti P.6).

. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ismirah Nomor:
474.3/35.09.11.2004/2016 tertanggal 27 September 2016 yang dibuat
olen Kepala Desa Dukuh dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya (bukti P.7).

. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wiyono Nomor:
474.3/35.09.11.2004/2016 tertanggal 27 September 2016 yang dibuat
olen Kepala Desa Dukuh dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya (bukti P.8).

. Fotokopi  Surat Keterangan Nomor: 474.3/35.09.11.2004/2016
tertanggal 27 September2016yang dibuat oleh Kepala Desa Dukuh
dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang menerangkan
bahwa anak-anak dari Wiyono beragam Katolik, fotokopi mana telah

dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9).
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10.

11.

12.

13.

14.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cuk Suroso Nomor:
474.3/35.09.11.2004/2016 tertanggal 27 September 2016 yang dibuat
olen Kepala Desa Dukuh dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya (bukti P.10).

Fotokopi  Surat Keterangan Kematian atas nama  Susilo
Nomor:475/82/536.04/225 tertanggal 11 Oktober 2005 yang dibuat oleh
Lurah Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, fotokopi
mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(bukti P.11).

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suciati Nomor:
474.3/35.09.11.2004/2016 tertanggal 27 September 2016 yang dibuat
olen Kepala Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya (bukti P.12).

Fotokopi Surat Beda Nama atas nama Susilo yang di Kartu Keluarga
(KK) ditulis M. Liek Susilo Nomor: 149/554/03.200.2/2016 yang dibuat
olen Lurah Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember,
fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya (bukti P.13).

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Robin (suami dari
Suciati) Nomor: 474.3/35.09.11.2004/2016 tertanggal 07Oktober 2016

yang dibuat oleh Kepala Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan
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Kabupaten Jember, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.14).

b. Bukti Saksi
Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang
padapokoknya sebagai berikut :
1. Djarot Sudarsono bin Harjonoko, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan, tempat tinggal di Desa Dukuhdempok Kecamatan
WuluhanKabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat

yangberperkara, karena saksi adalah tetangga Tergugat I.

- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Notodiwirjo.

- Bahwa setahu saksi Notodiwirjo telah meninggal pada usia sekitar 80
tahun.

- Bahwa saksi tidak tahu nama asli istri Notodiwirjo, namun cuma tahu
dengan panggilan mbah Noto putri.

- Bahwa setahu saksi Notodiwirjo mempunyai 8 (delapan) orang anak,

yang saksi ingat ada yang bernamaNo dan Cuk Suroso.Yang lainnya

tidak ingat namanya, sedangkan nama-nama cucu Notodiwirjo saksi

tidak tahu karena tidak pernah datang ke Dukuhdempok.
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2. Mujiono bin Damin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat
tinggal di Jalan Irian Nomor 10 Desa Dukuhdempok Kecamatan
Wuluhan Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Notodiwirjo karena saksi adalah
temananak Tergugat I, dan saksi sering berkunjung ke rumah
Tergugat |.

- Bahwa Tergugat | mempunyai 8 saudara.

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang ditempati oleh Tergugat
l.

- Bahwa menurut keterangan saksi tanah sengketa dikuasai oleh
Tergugat | karena Tergugat | yang merawat almarhum Notodiwirjo.

3) Amar Putusan
Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti alasan-alasan
Penggugat, bukti-bukti tertulis dari Penggugat serta saksi di persidangan
Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan ahli waris dari Notodiwirjo dan Ismirahadalah :

2.1. Sumarsasi binti Notodiwirjo

2.2. Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo

2.3. Joko Winahyu bin Notodiwirjo

2.4. Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo

2.5. Emi binti Wiyono
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2.6. Hendro Prasetyo bin Wiyono

2.7. Andriyanto bin Wiyono

2.8. Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono

2.9. A Dodi Dewanto bin Wiyono

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
. Menyatakan sebidang tanah pekarangan dengan identitas Petok nomor C.
677, persil 202, klas D II, luas + 338 da. atas nama Ismirah Notodiwirjo
yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan dapur yang terletak di Dusun

Wuluhan Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono
Adribin Cuk Suroso

Wendi bin Cuk Suroso

Danang bin Cuk Suroso

Yulianto Prakoso bin M Liek Susilo
Diyanti Agus Diana binti M Liek Susilo

Yeni Rosalinda binti M Liek Susilo

dengan batas-batas :

e Utara :Tanah milik P. Surahman dan P. Taha;

* Timur : Tanah milik Sugirahayu, Paijah, Sulastri dan Jarot Sudarsono

Selatan : J1. Raya Ambulu — Wuluhan, tanah milik P. Ponijan dan Yayasan

Panti Asuhan Aliman

* Barat : Tanah milik P. Ponijan dan P. Gaporadalah merupakan harta

warisan dari Notodiwirjo dan Ismirah.
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4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut

adalah:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16

Sumarsasi binti Notodiwirjo mendapat 1/11 bagian.

Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo mendapat 1/11 bagian.

Joko Winahyu bin Notodiwirjo mendapat 2/11 bagian.

Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo mendapat 1/11 bagian.

Emi binti Wiyono mendapat 2/99 bagian.

Hendro Prasetyo bin Wiyono mendapat 4/99 bagian.

Andriyanto bin Wiyono mendapat 4/99 bagian.

Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono mendapat 2/99 bagian.

A Dodi Dewanto bin Wiyono mendapat 4/99 bagian.

Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono mendapat 2/99 bagian.
Adri bin Cuk Suroso mendapat 2/33 bagian.

Wendi bin Cuk Suroso mendapat 2/33 bagian.

Danang bin Cuk Suroso mendapat 2/33 bagian.

Yulianto Prakoso bin M. Liek Susilo mendapat 4/44 bagian.
Diyanti Agus Diana binti M. Liek Susilo mendapat 2/44 bagian.

. Yeni Rosalinda binti M. Liek Susilo mendapat 2/44 bagian.

5. Menghukum Tergugat | (Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo) untuk

menyerahkan dan membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat, Para

Tergugat serta Para Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing

sebagaimana tersebut diatas.
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6. Menghukum biaya perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat

secara tanggung-renteng sebesar Rp. 6.616.000,00 (enam juta enam ratus

enam belas ribu rupiah).

4) Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim pada kasus/perkara ini adalah

sebagai berikut :

1.

Bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan bagi
orang yang beragama Islam, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
danperubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak
berperkara, namun gagal.

Para pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator M.Munir
Achmad, SH.,M.Hum, namun gagal.

Gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas pada pokoknya adalah
gugatan pembagian waris peninggalan Notodiwirjo dan Ismirah
berupasebidang tanah pekarangan dengan identitas petok nomer
C.677.Persil202. Klas D I, luas kurang lebih 338 da yang terletak di Dusun
Wuluhan Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
Berdasarkan bukti P.6 dan P.7, maka dinyatakan terbukti bahwa

Notodiwirjo dan Ismirah telah meninggal dunia.
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6. Berdasarkan bukti P1 maka terbukti bahwa ahli waris dari Notodiwirjo
danlsmirah adalah anak-anaknya yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu :
Wiyono bin Notodiwirjo, Cuk Suroso bin Notodiwirjo, M. Liek Susilobin
Notodiwirjo, Sumarsasi binti Notodiwirjo, Joko Winahyu bin Notodiwirjo,
Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo, Nunung Kustiyati bin Notodiwirjo, dan
Suciati binti Notodiwirjo.

7. Bahwa oleh karena anak Notodiwirjo dan Ismirah yang bernama Wiyono,
Cuk Suroso, M. Liek Susilo dan Suciati telah meninggal dunia, sesuai
dengan bukti P.8, P.10, P.11 dan P.12, maka kedudukan Wiyono sebagai
ahli waris digantikan oleh anak-anak Wiyono. Demikian juga CukSuroso
dan M. Liek Susilo digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli warisnya
sedangkan Suciati karena tidak mempunyai anak dan suami Suciati telah
meninggal dunia (bukti P.14), maka bagian warisannya kembali kepada
saudara-saudara Suciati, dengan demikian ahli waris Notodiwirjo dan
Ismirahada 4 (empat) orang anak kandung Notodiwirjo dan Ismirah serta
anak-anak Wiyono bin Notodiwirjo yang berjumlah 6 (enam) orang, anak
Cuk Suroso bin Notodiwirjo yang berjumlah 3 (tiga) orang, dan anak M.
Liek Susilo bin Notodiwirjo yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang jumlah
seluruhnya sampai saat ini ahli waris dari Notodiwirjo dan Ismirah
berjumlah 16 (enam belas) orang.

8. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) dinyatakan

bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
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hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

9. Bahwa karena ada ahli waris dari Notodiwirjo dan Ismirah yang non

muslim, maka ahli waris tersebut dipandang mendapat wasiat wajibah dari
Pewaris, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.
Maksud dari pertimbangan diatas menurut hakim pemeriksa perkara ini
adalah sesuai yurisprudensi tentang wasiat wajibah ini ahli waris non
muslim dapat bagian wasiat wajibah, sehingga dalam hal ini keturunan
pewaris Notodiwirjo dan Ismirah yang non muslim perlu diberikan
bagiannya yaitu bagian wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari 1/3
bagian.>* Karena keturunan pewaris berjumlah 16 orang dan yang non
muslim berjumlah 4 orang maka bagian ahli waris non muslim tidak
mungkin melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta waris.

10. Bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan
Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyebutkan bagian anak laki-laki
adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan

firman Allah dalam Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 11:

RGNS URE AR L
Artinya :“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan”. (QS. An-Nisa’ ayat 11).

% Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhsin M.H (Hakim ketua mejelis pemeriksa perkara)
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Dengan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim menetapkan bagian
waris anak-anak kandung pewaris yang non muslim disamakan statusnya
dengan bagian waris anak-anak kandung Pewaris yang beragama Islam,
dengan demikian dalam perkara ini non muslim disamakan statusnya
sebagai ahli waris dengan porsi pembagian yang sama sebagaimana anak-
anak kandung pewaris yang lain yang Beragama Islam, yaitu bagian anak
laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.

Selanjutnya hasil wawancara Peneliti dengan Hakim Pemeriksa
perkara ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim menetapkan status
ahli waris bagi non muslim dalam perkara ini yang notabene anak-anak
kandung pewaris juga adalah karena sifat perkara ini yang kasuistis artinya
bersifat khusus, dimana pertimbangan hukum dalam perkara ini belum tentu
pas dan cocok untuk diterapkan pada perkara gugatan waris yang lain,
dimana dalam perkara ini anak-anak kandung pewaris yang non muslim
yang berkedudukan sebagai Para Tergugat tidak pernah aktif dan tidak
pernah hadir di persidangan, sedangkan para Penggugat yang merupakan
anak-anak kandung pewaris yang lain yang beragama Islam tidak merasa
keberatan bila seluruh ahli waris baik yang muslim dan yang non muslim
ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris, demikian pula mereka tidak
keberatan dengan penetapan status non muslim sebagai ahli waris yang
mengakibatkan pembagian warisan non muslim sama porsinya dengan
bagian ahli waris yang beragama Islam yang lain, yaitu sebagai anak-anak

kandung pewaris yaitu bagian anak laki-laki berbanding 2 : 1 dengan bagian
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11.

anak perempuan. Padahal semestinya keturunan atau anak-anak pewaris
yang non muslim mendapat bagian wasiat wajibah.

Menurut Ketua Majelis pemeriksa perkara ini, apabila sudah
ditentukan dan ditetapkan bagian masing-masing anak-anak kandung
pewaris yang non muslim ditemukan bagian juga yang tidak melebihi 1/3
bagian dari keseluruhan harta peninggalan pewaris, karena harta warisan
atau harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada seorang isteri dan
16 orang anak kandung yang terdiri dari 12 anak kandung beragama Islam
dan 4 orang lainnnya beragama protestan. Sehingga Pertimbangan Majelis
hakim pada angka 10 di atas, tidak bertentangan dengan pertimbangan
hakim angka 10 tentang wasiat wajibah.

Bahwa karena objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I,
maka Tergugat | dihukum untuk menyerahkan dan membagi harta warisan
tersebut kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat .
Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pihak
yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat
dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara
tanggung-renteng.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah

mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut :

1.

Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan para Penggugat di halaman 2 (dua)
nomor 1 (satu) dan halaman 3 (tiga) nomor 2 (dua) memang benar semuanya

adalah ahli waris dari mendiang Notodiwirjo dan Ismirah.
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2.

Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat dihalaman 4 (empat) nomor 3
(tiga), memang benar tanah yang menjadi sengketa adalah tanah
peninggalan dari mendiang Notodiwirjo dan Ismirah (orang tua/kakek
nenek) Para Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang belum
dibagi waris.

Bahwa, menanggapi gugatan para Penggugat di nomor 4 (empat) halaman
4 (empat, memang benar ditempati oleh Tergugat | karena sejak masih
hidupnya ayah/ibu mendiang Notodiwirjo dan Ismirah, yang merawat
sampai keduanya meninggal dunia adalah Tergugat I, namun Tergugat |
menyetujui atas gugatan para Penggugat untuk dibagi waris menurut hukum
Islam.

Bahwa, untuk selanjutnya Tergugat | sudah tidak akan menanggapi lagi baik
itu jawaban secara tertulis dari Para Penggugat dan atau secara lisan serta
Tergugat | tunduk pada putusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat | mohon Bapak Majelis

Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus :

1.

2.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
Menetapkan ahli waris almarhum Notodiwirjo dan almarhumah Ismirah
adalah Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan.
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BAB IV
Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember
Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim
(No0.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr)

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus Perkara
No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr dan menetapkan Status Ahli Waris Non
Muslim

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah
masalah kewarisan (faraidh). Hukum kewarisan bersifat wajib bagi setiap
muslim, sehingga tidak dapat diubah oleh siapa pun dan berlaku dengan
sendirinya, tanpa ada usaha dari orang yang akan meninggal (pewaris) atau
kehendak dari orang yang akan menerima (ahli waris) yang dikenal dengan asas
ijbari. Berlakunya hukum kewarisan disebabkan adanya hubungan antara kedua
belah pihak, yaitu garabah (hubungan kekerabatan), hubungan perkawinan
dengan agad nikah yang sah, hubungan yang disebabkan karena wala"
(memerdekakan budak), dan hubungan sesama muslim. Namun, di samping itu,
masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, yaitu sesama Muslim. Aspek
lain yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah
masalah wasiat.

Wasiat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terlebih
dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan
ketentuannya masing-masing. Berdasarkan ayat al Quran dan Hadits, yang
berhak memperolen wasiat jika berada dalam kondisi tertentu yang

menyebabkan mereka terhalang untuk menerima warisan adalah orang tua dan
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karib kerabat. Hal ini membawa implikasi yang cukup besar dalam penentuan
hukum pelaksanaan wasiat. Berkenaan dengan ahli waris yang secara syar’i
terhalang untuk mendapatkan harta warisan, maka salah satu upaya yang dapat
ditempuh agar ahli waris yang terhalang secara syar i tersebut bisa mendapatkan
harta warisan adalah melalui wasiat wajibah. Pada dasarnya, wasiat wajibah
adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang
tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya
suatu halangan syara’. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan
sebelumnya, terlihat bahwa beda agama merupakan salah satu penghalang
kewarisan. Namun, persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kondisi
sosiologis masyarakat yang memberikan hak waris kepada ahli waris non
muslim melalui wasiat wajibah.

Hal ini tentu menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Di antara
contoh sengketa yang terjadi di kalangan ahli waris adalah seperti yang terjadi
di wilayah Pengadilan Agama Jember. Perkara ini kemudian diputus dengan
tetap memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim dan pembagian
dilaksanakan secara hukum Islam (faraidh) untuk ahli waris muslim dan non-
muslim  berdasarkan  putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
1050/Pdt.G/2016/PA.Jr. Dalam bahasan ini akan dicoba untuk menganalisis
pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim
pemeriksa perkara tersebut dalam memutuskan perkara ini.

Salah satu perkara wasiat wajibah kepada non muslim yang diputuskan

oleh Pengadilan Agama Jember adalah kasus gugatan terhadap pembagian harta
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warisan yang dalam hal ini diajukan oleh Sumarsasi, Joko Winahyu, Yulianto
Prakoso, Diyanti Agus Diana, Yeni Rosalinda (sebagai Penggugat) dengan Sri
Wahyu Astuti, Nunung Kustiyati, Emi binti Wiyono, Hendro Prasetyo,
Andriyanto, Yusrina Ratna Dewi, A Dodi Dewanto, Deni Ratih Candra Kirana,
Adri, Wendi, Danang (sebagai tergugat).

Perkara ini ternyata kasus pembagian harta yang dimiliki oleh keluarga
Notodiwirjo (alm) dan Ismirah (alm) belum sempat dibagi kepada ahli warisnya,
sehingga salah satu anak dari bapak Notodiwirjo (alm) berinisiatif untuk
mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Jember karena almarhum semasa
hidupnya beragama muslim. Namun diantara ahli waris dari pewaris tersebut
terdapat beberapa orang yang non muslim, sedangkan kalau Kkita meninjau
kembali tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana tertera
dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a). perkawinan, b).
warisan, c¢). wasiat d). hibah, e). wakaf, f). zakat, g). infag, h). shadagah, 1).
ekonomi syari’ah.>® Maka dari itu Penggugat tetap mengajukan perkara ini ke
Pengadilan Agama Jember sehingga perkara ini benar diajukan di Pengadilan
Agama Jember.

Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa Penggugat ingin
menyelesaikan pembagian warisan ini secara Islam dan juga Penggugat

menginginkan rumah yang sedang ditempati oleh Tergugat juga segera dibagi

55 UU Nomor 3 Tahun 2006
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menurut kewarisan Islam, karena rumah yang sedang ditempati oleh Tergugat
tersebut merupakan rumah almarhum yang mana setelah almarhum meninggal
dunia seharusnya rumah itu segera dibagi. Setelah mempelajari dalil-dalil
gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang

diajukan Penggugat di persidangan majelis hakim memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan ahli waris dari Notodiwirjo dan Ismirahadalah :
a. Sumarsasi binti Notodiwirjo
b. Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo
c. Joko Winahyu bin Notodiwirjo
d.  Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo
e. Emi binti Wiyono
f. Hendro Prasetyo bin Wiyono
g. Andriyanto bin Wiyono
h. Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono
I. A Dodi Dewanto bin Wiyono
J. Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono
K. Adri bin Cuk Suroso
l. Wendi bin Cuk Suroso
m. Danang bin Cuk Suroso
n. Yulianto Prakoso bin M Liek Susilo

0. Diyanti Agus Diana binti M Liek Susilo
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p. Yeni Rosalinda binti M Liek Susilo

3. Menyatakan sebidang tanah pekarangan dengan identitas Petok nomor C.
677, persil 202, klas D 11, luas + 338 da. atas nama Ismirah Notodiwirjo yang
berdiri diatasnya bangunan rumah dan dapur yang terletak di Dusun Wuluhan
Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan batas-

batas :

Utara :Tanah milik P. Surahman dan P. Taha;

Timur : Tanah milik Sugirahayu, Paijah, Sulastri dan Jarot Sudarsono

Selatan : JI. Raya Ambulu — Wuluhan, tanah milik P. Ponijan dan Yayasan

Panti Asuhan Aliman

Barat : Tanah milik P. Ponijan dan P. Gaporadalah merupakan harta
warisan dari Notodiwirjo dan Ismirah.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut
adalah:
a.  Sumarsasi binti Notodiwirjo mendapat 1/11 bagian.
b.  Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo mendapat 1/11 bagian.
c.  Joko Winahyu bin Notodiwirjo mendapat 2/11 bagian.
d.  Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo mendapat 1/11 bagian.
e.  Emi binti Wiyono mendapat 2/99 bagian.
f. Hendro Prasetyo bin Wiyono mendapat 4/99 bagian.
g.  Andriyanto bin Wiyono mendapat 4/99 bagian.
h.  Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono mendapat 2/99 bagian.

I. A Dodi Dewanto bin Wiyono mendapat 4/99 bagian.
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J. Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono mendapat 2/99 bagian.
k. Adri bin Cuk Suroso mendapat 2/33 bagian.

l. Wendi bin Cuk Suroso mendapat 2/33 bagian.

m.  Danang bin Cuk Suroso mendapat 2/33 bagian.

n.  Yulianto Prakoso bin M. Liek susilo mendapat 4/44 bagian.

0.  Diyanti Agus Diana binti M. Liek susilo mendapat 2/44 bagian.

p.  Yeni Rosalinda binti M. Liek susilo mendapat 2/44 bagian.

5. Menghukum Tergugat | (Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo) untuk
menyerahkan dan membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat, Para
Tergugat serta Para Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing
sebagaimana tersebut diatas.

6. Menghukum biaya perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat
secara tanggung-renteng sebesar Rp. 6.616.000,00 (enam juta enam ratus
enam belas ribu rupiah).®

Diktum amar putusan hakim Pengadilan Agama Jember angka 4 di atas
telah memberikan bagian kepada ahli waris non muslim bagian faraidh
sebagaimana ahli waris lainnya yang muslim. Adapun dasar-dasar
hukum/pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini
adalah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

% pytusan Pengadilan Agama Jember (No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr)
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Tahun 2009, tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara
kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa ahli
waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1999
tanggal 29 September 1999 tentang bagian wasiat wajibah bagi ahli waris non
muslim.Maksud dari pertimbangan di atas menurut hakim pemeriksa perkara
ini adalah sesuai yurisprudensi tentang wasiat wajibah ini ahli waris non
muslim dapat bagian wasiat wajibah, sehingga sebagai anak-anak kandung
pewaris dalam hal ini keturunan pewaris Notodiwirjo dan Ismirah yang non
muslim perlu diberikan bagiannya yaitu bagian wasiat wajibah tidak boleh
melebihi dari 1/3 bagian.

Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyebutkan bagian anak laki-laki
adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dengan pertimbangan
hukum ini Majelis Hakim menetapkan bagian waris anak-anak kandung
pewaris yang non muslim disamakan statusnya dengan bagian waris anak-
anak kandung Pewaris yang beragama Islam, dengan demikian dalam perkara
ini non muslim disamakan statusnya sebagai ahli waris dengan porsi
pembagian warisan sesuai ketentuan faraidh sebagaimana anak-anak kandung
pewaris yang lain yang beragama Islam, yaitu bagian anak laki-laki adalah

dua kali bagian anak perempuan.
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Berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dijadikan landasan
berpijak oleh Hakim Pengadilan Agama Jember, ada beberapa hal yang cukup
menarik untuk dianalisis, salah satu di antaranya adalah pertimbangan hukum
yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan & menetapkan status keturunan
pewaris Notodiwirjo dan Ismirah yang non muslim sebagai ahli waris, serta
memberikan bagian kepada mereka yang non muslim berdasarkan ketentuan
faraidh sebagaimana ahli waris muslim yang lain. Hal ini merupakan sesuatu
yang substansial untuk diketahui karena berdasarkan pertimbangan hukum inilah
dapat dinilai kebenaran suatu putusan yang dikeluarkan. Apabila ditelaah,
lembaran putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama
Jember tentang penetapan status ahli waris bagi keturunan pewaris yang non
muslim, tampaknya tidak begitu menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang
digunakan dalam mengambil putusan tersebut, bagaimana pelaksanaan Pasal
171huruf (c) KHI tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, Pasal 176 KHI
tentang bagian-bagian ahli waris serta Yurisprudensi MARI tentang wasiat
wajibah bisa diterapkan dalam memutus dan menetapkan non muslim sebagai
ahli waris dalam perkara ini.

Hasil wawancara Peneliti dengan Hakim Pemeriksa perkara ini adalah
bahwa pertimbangan Majelis Hakim menetapkan status ahli waris bagi non
muslim dalam perkara ini yang notabene anak-anak kandung pewaris juga
adalah karena sifat perkara ini yang kasuistis artinya bersifat khusus, dimana
pertimbangan hukum dalam perkara ini belum tentu pas dan cocok untuk

diterapkan pada perkara gugatan waris yang lain, dimana dalam perkara ini
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Tergugat Il (anak kandung pewaris yang muslim), Tergugat Ill (cucu pewaris
yang non muslim), Turut Tergugat I, 11, Il (cucu pewaris yang non muslim),
Turut Tergugat IV — VIII (cucu pewaris yang muslim) tidak pernah aktif dan
tidak pernah hadir di persidangan dan hanya Tergugat | (anak pewaris yang
muslim) yang hadir di persidangan, sedangkan para Penggugat yang merupakan
anak-anak kandung dan cucu-cucu pewaris semuanya beragama Islam
berkeinginan bila seluruh keturunan Notodiwirjo dan Ismirah ahli waris baik
yang muslim dan yang non muslim ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris,
demikian pula Tergugat | yang hadir di persidangan telah menyampaikan sikap
dan jawabannya bahwa dia mengakui dan tidak keberatan atas gugatan para
Penggugat tersebut, yang pada pokoknya tentang penetapan status non muslim
sebagai ahli waris dan pembagian warisan untuk non muslim dilakukan
berdasarkan waris Islam/faraidh sebagaimana ahli waris yang lain, yakni bagian
anak-anak kandung pewaris yaitu (bagian anak laki-laki) berbanding 2 : 1
(dengan bagian anak perempuan),>’ padahal mestinya keturunan atau anak-anak
pewaris yang non muslim mendapat bagian wasiat wajibah.

Hasil wawancara dengan Ketua Majelis pemeriksa perkara ini pula,
ternyata setelah diperhitungkan bagian dari keseluruhan ahli waris dimana anak-
anak pewaris yang non muslim ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana anak-
anak kandung pewaris yang muslim, maka ditemukan bagian untuk bagian ahli
waris non muslim tidak melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta peninggalan

pewaris, karena harta warisan atau harta peninggalan pewaris harus dibagikan

57 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhsin M.H (Hakim Ketua majelis pemeriksa perkara)
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kepada 16 orang ahli waris yang terdiri dari 12 orang ahli waris beragama Islam
dan 4 orang ahli waris lainnnya beragama protestan. Dengan demikian bagian
ahli waris non muslim dalam perkara ini tidak melebih 1/3 bagian, hal ini
bersesuaian dengan ketentuan dalam wasiat wajibah.®

Putusan hakim menetapkan status keturunan pewaris Notodiwirjo dan
Ismirah yang non muslim sebagai ahli waris ini juga dilakukan atas
pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan ini terkait dengan kondisi ahli waris
non muslim yang juga merupakan cucu-cucu Pewaris. Penggugat dalam
gugatannya menghendaki seluruh ahli waris dari Pewaris mendapatkan bagian
warisan sesuai hukum waris Islam (dihitung secara hukum Islam/faraidh), dan
Tergugat | yang menguasai harta warisan Pewaris dalam jawabannya mengakui
dan membenarkan gugatan Penggugat serta tidak keberatan bila pembagian harta
warisan dilaksanakan sesuai hukum Islam untuk semua ahli waris keturunan
Pewaris. Di samping itu, keturunan pewaris yang non muslim tersebut tidak
pernah merugikan pewaris semasa hidupnya. Dengan demikian, terlihat bahwa
aspek kemashlahatan merupakan pertimbangan utama ketika memutuskan
hukum dalam kasus seperti ini. Majelis hakim juga merujuk sebagaimana yang

tertera di dalam Kaidah Fighiyah Bab Il Kaidah Ke-Lima yang berbunyi:

sdiadll, Lt e e o s

%8 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhsin M.H (Hakim ketua mejelis pemeriksa perkara)
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Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan

kemaslahatan.”®

Ulasan kaidah diatas menggambarkan bahwa putusan hakim dalam
perkara ini juga bisa dijadikan sebagai imam atau mujtahid dalam memutus
perkara status ahli waris non muslim tersebut. Putusan hakim Pengadilan Agama
Jember tersebut lebih mementingkan kemaslahatan terhadap ahli waris yang
berperkara.

Pertimbangan kemaslahatan yang digunakan oleh majelis hakim tersebut
kelihatannya merujuk kepada pendapat para ulama, diantaranya adalah Ibn
Hazm yang menetapkan kewajiban berwasiat bagi orang tua dan kerabat yang
tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris karena berbagai sebab, di antaranya
karena berbeda agama, hamba sahaya, atau karena terhijab oleh ahli waris
lainnya. Atas dasar ini menjadi kewajiban berwasiat, yaitu apabila seseorang
tidak meningggalkan wasiat, maka kerabat wajib memberikan jumlah tertentu
dari warisan yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak memiliki
hak terhadap warisan.

Sejalan dengan hal tersebut, agaknya pertimbangan kemaslahatan yang
digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember yang menetapkan status ahli
waris bagi non muslim dalam perkara ini merujuk i’tikad baik para pihak untuk
membagi warisan dengan cara damai dengan porsi pembagian yang sama sesuai
hukum Islam karena ahli waris seluruhnya merupakan anak-anak kandung dan

cucu-cucu keturunan Pewaris. Dalam hal ini menurut pandangan majelis Hakim

%9 Kaidah Fighiyah Buku ke 11 Bab Ke V

89



kehendak Penggugat tersebut bersifat positif, dengan penetapan status ahli waris
dan pembagian waris yang sama untuk seluruh ahli waris akan membawa
kemaslahatan terhadap ikatan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan diantara
meraka. Dengan demikian terlihat bahwa prinsip mashlahat merupakan salah
satu pertimbangan hakim dalam penetapan kewarisan non muslim dalam perkara
ini, sebagaimana adanya indikasi nash yang ditangkap oleh para ulama tentang
kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat yang terhalang menerima
warisan,®® yang menggunakan pula prinsip kemaslahatan.

Kasus perkara ini anak-anak kandung terhalang menerima warisan
karena non muslim (Pasal 171 huruf (c) KHI) sehingga dia berhak mendapatkan
wasiat wajibah (Yurisprudensi MARI), namun oleh karena ahli waris muslim
yang lain berkehendak menetapkan seluruh keturunan pewaris sebagai ahli waris
dan seluruh keturunan pewaris tersebut berhak mendapatkan warisan dari
pewaris dengan bagian warisan menurut hukum Islam (Pasal 176 KHI) Hakim
menetapkan non muslim sebagai ahli waris dengan bagian faraidh yang setelah
diperhitungkan tidak melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta pewaris, maka
terlihat prinsip kemaslahatan digunakan oleh hakim dalam menetapkan status
ahli waris bagi non muslim untuk perkara ini, agaknya perlu ditekankan bahwa
konsep ini hanya diterapkan secara kasuistis, tidak digeneralisasikan dengan
perkara yang sama. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa wasiat wajibah
sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mari adalah baru dapat diberikan

kepada kerabat non muslim, apabila kondisinya sangat membutuhkan khususnya

60 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Kencana, 2004), 384.
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dalam bidang ekonomi dibanding dengan kerabat muslim lainnya, demikian pula
dalam perkara nomor No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr ini, Majelis Hakim pemeriksa
perkara ini menjatuhkan putusan menetapkan keturunan pewaris yang non
muslim sebagai ahli waris dan membagi harta warisan menurut hukum Islam
atas kehendak dan keinginan para pihak demi kemaslahatan bersama dan
kerukunan ikatan persaudaraan di antara mereka yang notabene sama-sama
anak-anak keturunan Pewaris.

Setelah dianalisis oleh penulis bahwa hakim dalam perkara ini
menggunakan dasar hukum islam, namun penulis tidak sependapat dengan
ulasan hakim karena didalam hukum islam disebutkan bahwa seorang non
muslim tidak berhak mendapat warisan karena berbeda agama adalah salah satu
penghalang kewarisan dalam hukum islam. Jadi memang perkara ini tidak bisa
dijadikan acuan untuk dasar pertimbangan putusan dalam perkara yang lainnya,
karena penulis rasa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan

ini kurang ada landasan hukumnya selain KHI, UU, dan Yuriprudensi.

. Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Jember
ditinjau dari segi Hukum Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam hal
kewarisan di indonesia, kurang lebih ada tiga sistem yang dipakai dalam hal

kewarisan, yaitu hukum waris adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat
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sehari-hari, hukum waris barat yang mengacu pada aturan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris islam yang bersumber dari
al-Quran dan Hadist Nabi, yang beberapa aturannya kemudian dikodifikasikan
dalam Kompilasi Hukum Islam.

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang
memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan
hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan mahrum.
Adapun macam-macam penghalang warisan diantaranya:

a. Perbudakan
Para faradhiyun telah bulat pendapatnya untuk menetapkan
perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang warisan.
Berdasarkan petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan
kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang, yakni firman tuhan
yang termaktub dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:
B & (388 548 s B B 455 o o0 e ks ¥ G i ol A

Oualig ¥ ot o o) AadT Bhang ol s

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang
yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan
sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan,
adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi

kebanyakan mereka tiada mengetahui”.%

Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap

mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris

61 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat An Nahl Ayat 75.
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mewarisi terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu
pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.

Demikian halnya seorang budak yang sifat kebudakannya tidak
penuh, seprti budak mukatab. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam as-Syafi’l
dan ulama Jumbhur, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya
dan mewariskan harta peninggalannya kepada para ahli warisnya, lantaran ia
belum bebas secara sempurna dari perbudakannya.®?

b. Pembunuhan

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara
yang dzhalim maka dia tidak lagi mewarisi. Karena seorang pembunuh tidak
pantas untuk menerima harta warisan yang telah ia bunuh. Adapun jika
pembunuhan itu tidak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat di
dalamnya. Imam Asy-Syafi’l berkata bahwa setiap pembunuhan
menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil
atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yag benar seperti had dan gishash.
Aliran Maliki berkata: sesungguhnya pembunuhan menghalangi pewarisan
adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun
melalui perantaraan.®®

c. Perbedaan agama
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan di dalam pasal 171 ayat

(c): "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

62 Fatchur Rahman, 1lmu Waris, (Bandung: Almaarif, 1981), 85.
83 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, (Bandung: Almaarif, 1988), 242.
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hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam
dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".%* Sedangkan
perbedaan agama sendiri salah satu aspek yang menjadi penghalang warisan
dalam hukum islam. Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah
perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi
dengan orang yang mewariskan. Dengan demikian maka seorang muslim
tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang

muslim,®® sebagaimana dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw. bersabda:

i

583 Y5 &0 e td g ¥ 36 Lo g ale b Jo g e g o Bl 2
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Avrtinya: ‘‘Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi Saw. bersabda, ‘Tidak mewarisi

orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula mewarisi

dari orang Islam”.%

Ulama’-ulama termasyhur dari golongan sahabat, tabi’in dan Imam-
imam madzhab empat berpendapat bahwa orang islam tidak dapat mewarisi
orang kafir dengan sebab apa saja. Namun menurut pendapat fugaha’
Imamiyah, atas ilham dari pendapat Mu’adz, Mua’awiyah, Muhammad
ibnul-Hanafiyah, Ali ibnul-Husein dan Said ibnul-Musaiyyab, bahwa
larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan

bagi orang islam mewarisi kerabatnya yang non Muslim. Oleh karena itu

8 Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam.

% 1bid,. 242

% Abu lhsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Jakarta: Pustaka
Imam Syafi'i, 2006), 445.
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misalnya bila seorang isteri kafir kitabiyah wafat, suaminya yang beragama
islam dapat mewarisi harta peninggalannya.®’

Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan agama juga
termasuk yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai orang murtad.
Murtad didefinisikan oleh ulama klasik sebagai orang yang semula
memeluk agam Islam kemudian keluar dari agama Islam. Terkait dengan
kewarisan status orang murtad disamakan dengan orang kafir asli. Karena
orang murtad maka tidak dapat menjadi ahli waris bagi muwaris atau
sebaliknya. Dasar hukum dalam hadist ini mengambil dalil rujukan dari
Usamah Bin zaid.

Menurut Robia’ah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi Al-Lail
mengatakan bahwa “jika seseorang muslim telah murtad maka hartanya
tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya orang muslimin, oleh karena itu
hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di baitul Mal”.

Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa orang murtad dengan orang
kafir sama, hal tui berdampak juga pada persamaan pewarisan keduanya.
Semua harta yang telah diperoleh setelah murtad otomatis menjadi hak umat
Islam dan diserahkan kepada baitul mal baik ia meninggal dalam keadaan
murtad, dibunuh atau bergabung di negara musuh.

Sedangkan Al-Qurtubi dan Al-Kiya Al-Harrasi berpendapat tidak
jauh beda dengan pendapat umumnya para ulama’ diatas. Menurutnya status

orang murtad dengan orang kafir dalam masalah kewarisan yaitu bahwa

%7 1bid,. 99
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mereka terhalang untuk saling mewarisi dengan ahli warisnya yang muslim.
Mereka melandaskan pendapatnya pada hadist Usamah Bin Zaid Ibnu
Kahab yang menerangkan tentang cakupan hadisnya bersifat orang kafir
secara umum, baik karena sebab murtad dan ataupun bukan karena

murtad.®®

88Toki Machi, “Hak Non Muslim Dalam Waris”, dalam
https://smjsyariah89.wordpress.com/2012/05/02/hak-non-muslim-dalam-waris/, diakses pada
tanggal 30 Mei 2018.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam
mengambil putusan tersebut yaitu sebagaimana yang tertera pada Pasal 171
huruf (c) KHI tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, Pasal 176 KHI
tentang bagian-bagian ahli waris serta Yurisprudensi MARI tentang wasiat
wajibah bisa diterapkan dalam memutus dan menetapkan non muslim
sebagai ahli waris Setelah dianalisis oleh penulis bahwa hakim dalam
perkara ini menggunakan dasar hukum islam, namun penulis tidak
sependapat dengan ulasan hakim karena didalam hukum islam disebutkan
bahwa seorang non muslim tidak berhak mendapat warisan karena berbeda
agama adalah salah satu penghalang kewarisan dalam hukum islam..

2. Ulama’-ulama termasyhur dari golongan sahabat, tabi’in dan Imam-imam
madzhab empat berpendapat bahwa orang islam tidak dapat mewarisi orang
kafir dengan sebab apa saja. Dalam konteks penghalang kewarisan karena
perbedaan agama juga termasuk, maka dalam ajaran Islam dikategorikan
sebagai orang murtad. Murtad didefinisikan oleh ulama klasik sebagai orang
yang semula memeluk agama Islam kemudian keluar dari agama Islam.

Terkait dengan kewarisan status orang murtad disamakan dengan orang
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kafir asli. Karena orang murtad maka tidak dapat menjadi ahli waris bagi
muwaris atau sebaliknya. Dasar hukum dalam hadist ini mengambil dalil

rujukan dari Usamah Bin zaid.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam kesempatan ini, peneliti
kemukakan saran yang relevan dengan permasalahan ini. Kepada lembaga
peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara,
terlebih perkara kewarisan, hendaknya benar-benar mampu bersikap
profesional dalam menjalankan tugasnya, hal ini dilakukan agar penegakan
keadilan dan kepastian hukum lebih terlaksana. Selain itu supaya masyarakat
luas juga bisa menerima dengan putusan-putusan yang telah di putuskan

khususnya di ranah Peradilan.
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